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Histori Naskah ABSTRACT
This study analyzes gold mining activities conducted by local communities in the Muara
Diserahkan: Batang Gadis River, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, based on Law
August 12, 2026 Number 3 of 2020 and the perspective of siyasah dustiriyyah. This study aims to examine
the legal framework governing community mining permits, the implementation of
Direvisi: licensing requirements for community gold mining activities, and the exercise of
August 25, 2026 governmental authority in the legalization process. This research employs an empirical
Juridical method using statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Primary data
Diterima.: were obtained through interviews with the Head of Kotanopan District and community
August 28, 2026 miners, while secondary data were collected from legislation, scholarly literature, and

relevant documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing
legal provisions with empirical conditions concerning the status of the People's Mining
Area (WPR), People's Mining Permit (IPR), and governmental authority. The findings
show that community gold mining activities do not yet have IPRs because the mining
location has not been designated as a WPR, which constitutes the territorial basis for
applying for an IPR. The community has submitted its aspirations to the government for
WPR designation and access to legalization. From the perspective of siyasah dustiriyyah,
the government is required to exercise its authority based on the principles of al- ‘adalah,
al-maslahah, and amanah by providing legal certainty and facilitating the legalization
process in accordance with applicable laws.
Keywords - Gold Mining; People's Mining Area; People's Mining Permit; Siyasah Dustariyyah.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penambangan emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang
Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perspektif siyasah dustiriyyah. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaturan perizinan pertambangan rakyat, implementasi perizinan pada
kegiatan penambangan emas masyarakat, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah
dalam proses legalisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosial. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan dan masyarakat penambang,
sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur
ilmiah, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan
membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris berdasarkan status Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan kewenangan
pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas
masyarakat belum memiliki IPR karena lokasi kegiatan belum memperoleh penetapan
WPR sebagai dasar kewilayahan untuk pengajuan IPR. Masyarakat telah menyampaikan
aspirasi kepada pemerintah agar terdapat penetapan WPR dan akses legalisasi. Dalam
perspektif siyasah dustariyyah, pemerintah perlu menjalankan kewenangannya
berdasarkan prinsip al- ‘adalah, al-maslahah, dan amanah dengan memberikan kepastian
serta memfasilitasi proses legalisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci - Penambangan Emas; WPR; IPR; Siyasah Dustiriyyah.
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PENDAHULUAN

Pertambangan emas oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan pertambangan
skala kecil yang berkembang di berbagai negara dan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat
untuk memperoleh penghidupan. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan skala kecil sering
menghadapi persoalan formalitas hukum karena tidak seluruh aktivitas masyarakat berada dalam
wilayah dan mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh negara. Persoalan tersebut menunjukkan
bahwa legalisasi pertambangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan larangan
terhadap kegiatan tanpa izin, tetapi juga dengan tersedianya mekanisme hukum yang
memungkinkan masyarakat memperoleh legalitas secara sah. World Bank (2024) menunjukkan
bahwa sebagian besar kegiatan artisanal and small-scale mining masih berlangsung dalam sektor
informal sehingga persoalan akses terhadap legalitas dan kapasitas kelembagaan menjadi bagian
penting dalam tata kelola pertambangan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sumber daya mineral pada dasarnya merupakan
kewenangan negara yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Prinsip tersebut menempatkan negara bukan hanya sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan
penindakan terhadap kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban
membentuk tata kelola pemanfaatan sumber daya mineral yang memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat perlu
ditempatkan dalam kerangka perizinan yang jelas agar terdapat kepastian mengenai wilayah yang
dapat dimanfaatkan, pihak yang berhak melakukan kegiatan pertambangan, serta persyaratan yang
harus dipenuhi oleh masyarakat.

Kerangka hukum tersebut salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Dalam pengaturan pertambangan rakyat, negara menyediakan mekanisme
legal melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). WPR
merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan rakyat, sedangkan IPR
merupakan izin yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertambangan
dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, keberadaan WPR dan IPR mempunyai hubungan yang
tidak dapat dipisahkan dalam menentukan legalitas kegiatan pertambangan masyarakat (Pemerintah
Republik Indonesia, 2020).

Hubungan antara WPR dan IPR tersebut menjadi penting karena penetapan suatu wilayah
sebagai WPR tidak secara otomatis memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan
penambangan. Sebaliknya, masyarakat yang telah melakukan kegiatan pertambangan secara faktual
juga tidak secara otomatis memperoleh legalitas hanya karena kegiatan tersebut telah berlangsung
dalam waktu tertentu. Legalitas pertambangan rakyat mensyaratkan adanya kesesuaian antara
lokasi kegiatan dengan wilayah yang diperuntukkan bagi pertambangan rakyat serta terpenuhinya
persyaratan perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mempertegas bahwa kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pertambangan rakyat, harus dilaksanakan
berdasarkan mekanisme perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
(Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Permasalahan dalam implementasi perizinan pertambangan rakyat muncul ketika aktivitas
pertambangan masyarakat telah berlangsung secara faktual, tetapi instrumen hukum yang
diperlukan untuk memperoleh IPR belum tersedia. Penelitian Hidjun et al. (2025) menunjukkan
bahwa persoalan pertambangan emas skala kecil tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi,
tetapi juga dengan implementasi penetapan WPR, koordinasi antarlembaga pemerintahan, kapasitas
kelembagaan, serta akses masyarakat terhadap mekanisme legalisasi. Temuan tersebut
menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma yang menyediakan mekanisme
perizinan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan legalitas kegiatan pertambangan.
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Persoalan tersebut juga relevan dengan kondisi pertambangan emas masyarakat di
Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian terdahulu, aktivitas pertambangan emas tanpa izin
di wilayah Mandailing Natal telah dikaji dari berbagai perspektif, seperti konflik antara pemerintah
dan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, serta penegakan hukum (Mora et al., 2023;
Melati & Panjaitan, 2025). Namun, berbagai penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan
status WPR sebagai dasar legalitas dan hubungannya dengan kemungkinan memperoleh IPR
sebagai fokus utama penelitian pada kegiatan penambangan emas masyarakat di Kecamatan
Kotanopan.

Secara normatif, pemerintah sebenarnya telah melakukan penataan Wilayah Pertambangan
Rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
153.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat
mencantumkan beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi, dokumen
pengelolaan  WPR tersebut tidak dengan sendirinya merupakan dokumen perizinan yang
memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dengan demikian,
keberadaan dokumen WPR harus dibedakan dari pemberian IPR sebagai dasar legalitas kegiatan
pertambangan masyarakat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
2024). Pembedaan tersebut menjadi penting karena persoalan perizinan tidak cukup dilihat dari ada
atau tidaknya aktivitas pertambangan, tetapi harus dilihat dari status wilayah dan terpenuhinya
mekanisme perizinan.

Dalam konteks Kecamatan Kotanopan, persoalan tersebut menjadi lebih konkret.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, kegiatan penambangan emas oleh
masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis telah berlangsung kurang lebih tiga tahun. Namun,
kegiatan tersebut belum memiliki IPR. Kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa
masyarakat tidak menghendaki legalitas, tetapi berkaitan dengan belum tersedianya dasar
kewilayahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat justru mengharapkan adanya penetapan WPR agar kegiatan penambangan yang
telah dilakukan dapat memperoleh legalitas melalui mekanisme IPR. Aspirasi tersebut telah
disampaikan melalui pemerintah Kecamatan Kotanopan kepada pemerintah daerah untuk
dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan implementasi perizinan yang berbeda dengan
asumsi bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin semata-mata disebabkan oleh rendahnya
kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus Sungai Muara Batang Gadis, masyarakat
berada dalam kondisi ketika kegiatan pertambangan telah berlangsung, tetapi akses menuju
legalitas melalui IPR belum dapat ditempuh karena persoalan status wilayah. Dengan demikian,
persoalan utama penelitian ini bukan untuk mengkaji dampak kegiatan pertambangan, melainkan
untuk menganalisis bagaimana mekanisme perizinan pertambangan rakyat bekerja ketika
masyarakat telah melakukan kegiatan penambangan tetapi belum memiliki dasar kewilayahan
untuk memperoleh IPR.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian pertambangan emas di Indonesia lebih
banyak diarahkan pada persoalan dampak lingkungan, kesehatan, sosial-ekonomi, penegakan
hukum, maupun tata kelola pertambangan secara umum. Misalnya, Wibowo et al. (2022)
membahas pertambangan emas tanpa izin dari aspek sosial-ekonomi dan lingkungan, sedangkan
Saputra et al. (2023) mengkaji aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan persoalan
pengendaliannya. Penelitian di Mandailing Natal juga lebih banyak menyoroti konflik pemerintah
dengan masyarakat, penegakan hukum, serta dampak aktivitas pertambangan (Mora et al., 2023;
Melati & Panjaitan, 2025). Sementara itu, penelitian Hidjun et al. (2025) menunjukkan pentingnya
persoalan WPR, koordinasi kelembagaan, dan akses legalisasi dalam implementasi pertambangan
rakyat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih
lanjut. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara status
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WPR dan akses masyarakat terhadap IPR pada lokasi pertambangan emas masyarakat di
Kecamatan Kotanopan. Kedua, penelitian mengenai pertambangan emas di Mandailing Natal pada
umumnya menempatkan persoalan lingkungan, sosial-ekonomi, atau penegakan hukum sebagai
fokus utama, sehingga persoalan implementasi perizinan belum menjadi pusat analisis. Ketiga,
kajian tersebut belum menghubungkan persoalan konkret mengenai WPR dan IPR di Sungai Muara
Batang Gadis dengan prinsip siyasah dustiriyyah yang menempatkan kebijakan pemerintahan
dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan
untuk mengisi ruang tersebut melalui kajian yang lebih spesifik terhadap implementasi perizinan
pertambangan emas masyarakat.

Perspektif siyasah dustiriyyah digunakan dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana
kewenangan pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi perizinan pertambangan rakyat
dilaksanakan. Dalam perspektif tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan
dengan kewenangan formal, tetapi juga harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan
masyarakat dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Igbal (2014) menjelaskan bahwa figh
siyasah berkaitan dengan pengaturan kemaslahatan manusia melalui kebijakan pemerintahan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, persoalan
perizinan dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil,
amanah, dan memberikan akses yang layak bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas sesuai
dengan ketentuan hukum.

Perspektif tersebut menjadi relevan karena pemerintah tidak dapat memberikan IPR tanpa
terpenuhinya persyaratan hukum, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki peran dalam
memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme legalisasi yang tersedia.
Dengan demikian, prinsip sivasah dustiriyyah tidak digunakan untuk membenarkan kegiatan
penambangan tanpa izin, melainkan sebagai perspektif untuk menilai bagaimana kewenangan
pemerintah dalam penataan WPR dan proses legalisasi IPR dijalankan. Fokus tersebut sekaligus
menjaga agar pembahasan penelitian tetap berada pada persoalan perizinan sebagaimana dimaksud
dalam judul penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penambangan
emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perspektif siyasah
dustiriyyah, dengan memusatkan perhatian pada status WPR, mekanisme IPR, serta implementasi
kewenangan pemerintah dalam memberikan akses terhadap legalitas pertambangan rakyat.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami kesenjangan
antara ketentuan normatif mengenai perizinan pertambangan rakyat dengan realitas masyarakat
yang melakukan kegiatan penambangan, sekaligus memberikan perspektif siyasah dustiriyyah
terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosial (socio-legal approach).
Penelitian dilakukan di Sungai Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten
Mandailing Natal. Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum
mengenai perizinan pertambangan rakyat dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Data
penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan Camat Kotanopan dan masyarakat yang melakukan penambangan emas di Sungai Muara
Batang Gadis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, khususnya UU
No. 3 Tahun 2020, peraturan pelaksana mengenai pertambangan rakyat, serta Keputusan Menteri
ESDM Nomor 153.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan
Rakyat.
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Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan
hukum (das sollen) dan kondisi di lapangan (das sein). Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu
(1) status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), (2) kepemilikan dan akses terhadap Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), dan (3) pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi
pertambangan rakyat. Hasil wawancara dan dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan
ketiga aspek tersebut untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara ketentuan perizinan
dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji berdasarkan perspektif
siyasah dusturiyyah dengan menggunakan prinsip al-'adalah (keadilan), al-maslahah
(kemaslahatan), dan amanah. Analisis ini digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan
pemerintah dalam penataan WPR dan pemberian akses legalitas bagi masyarakat. Kesimpulan
ditarik berdasarkan hasil perbandingan antara ketentuan hukum, kondisi empiris, dan prinsip
siyasah dustiriyyah (Igbal, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perizinan Penambangan Emas oleh Masyarakat Menurut UU No. 3 Tahun
2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan
pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin
Pertambangan Rakyat (IPR). Pengaturan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang saling
berkaitan, mulai dari definisi WPR dan IPR, kriteria WPR, subjek yang dapat memperoleh IPR,
luas dan jangka waktu IPR, hingga kewajiban pemegang IPR. Pasal 1 angka 10 UU No. 3 Tahun
2020 mendefinisikan IPR sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR
dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sementara itu, Pasal 1 angka 32 mendefinisikan WPR
sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan
rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Dari kedua ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa WPR merupakan dasar
kewilayahan, sedangkan IPR merupakan dasar perizinan bagi pelaku kegiatan pertambangan
rakyat. Dengan demikian, kegiatan pertambangan rakyat tidak cukup hanya dilakukan oleh
masyarakat di suatu lokasi yang memiliki potensi emas, tetapi harus berada dalam wilayah yang
secara hukum ditetapkan sebagai WPR dan dilaksanakan berdasarkan IPR.

1. Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat
Ketentuan mengenai WPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 2020.
Pasal tersebut menentukan bahwa wilayah dalam Wilayah Pertambangan yang dapat ditetapkan
sebagai WPR harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi
dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman paling dalam 100
meter;
mempunyai endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
memiliki luas maksimal 100 hektare;
menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah
Republik Indonesia, 2020).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap lokasi yang terdapat aktivitas
penambangan masyarakat dapat langsung dianggap sebagai WPR. Penetapan WPR harus
didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks
penambangan emas, keberadaan cadangan mineral serta kesesuaian wilayah menjadi bagian
yang harus diperhatikan sebelum suatu wilayah dapat digunakan sebagai dasar pertambangan
rakyat.
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Selanjutnya, Pasal 22A UU No. 3 Tahun 2020 mengatur mengenai jaminan pemerintah
terhadap pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa penetapan WPR memiliki konsekuensi hukum terhadap kepastian
penggunaan wilayah untuk kegiatan pertambangan rakyat. Dengan demikian, berdasarkan
Pasal 22 dan Pasal 22A, pengaturan WPR dapat dirumuskan dalam dua hal pokok, yaitu
pertama, suatu wilayah harus memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai WPR; dan
kedua, setelah ditetapkan, terdapat kepastian mengenai pemanfaatan ruang dan kawasan WPR
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pertambangan yang Dapat Dilakukan melalui IPR

Setelah mengatur mengenai wilayahnya, UU No. 3 Tahun 2020 juga menentukan jenis
kegiatan yang termasuk dalam pertambangan rakyat. Pasal 66 menyatakan bahwa kegiatan
pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi:

a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam; atau
c. pertambangan batuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penambangan emas termasuk dalam kelompok
pertambangan mineral logam. Oleh karena itu, kegiatan penambangan emas oleh masyarakat
dapat ditempatkan dalam rezim pertambangan rakyat sepanjang dilakukan dalam WPR dan
memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

3. Subjek dan Mekanisme Pemberian IPR

Pengaturan mengenai pihak yang dapat memperoleh IPR terdapat dalam Pasal 67 UU
No. 3 Tahun 2020. Pasal tersebut menentukan bahwa IPR diberikan oleh Menteri kepada orang
perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan
penduduk setempat. Untuk memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan
kepada Menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa UU No. 3 Tahun 2020 membatasi subjek penerima IPR pada masyarakat yang memiliki
hubungan dengan wilayah pertambangan, yaitu penduduk setempat, baik sebagai orang
perseorangan maupun melalui koperasi. Dengan demikian, kegiatan pertambangan rakyat tidak
hanya mensyaratkan adanya lokasi WPR, tetapi juga adanya pemohon yang memenuhi
ketentuan sebagai penerima IPR.

4. Luas dan Jangka Waktu IPR

Selanjutnya, Pasal 68 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur batas luas dan jangka waktu IPR.
Untuk orang perseorangan, luas wilayah yang dapat diberikan paling luas 5 hektare, sedangkan
untuk koperasi paling luas 10 hektare. IPR diberikan paling lama 10 tahun dan dapat
diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing selama 5 tahun (Pemerintah Republik
Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa IPR merupakan izin yang memiliki
batas wilayah dan jangka waktu tertentu. Artinya, pemberian IPR tidak memberikan hak tanpa
batas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hak melakukan kegiatan
pertambangan dibatasi oleh luas wilayah, masa berlaku izin, serta ketentuan lain yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Pemegang IPR

UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur kewajiban setelah IPR diperoleh. Pasal 70
menentukan bahwa pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga
bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi ketentuan keselamatan pertambangan dan pengelolaan
lingkungan, mengelola lingkungan hidup, membayar iuran pertambangan rakyat, serta
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala
kepada Menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa IPR bukan hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pertambangan,
tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum bagi pemegangnya. Dengan demikian, legalitas
pertambangan rakyat tidak berhenti pada diterbitkannya IPR, tetapi juga mencakup kepatuhan

1239 |Page
Jurnal Alwatzikhoebillah:

Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.vi2i2.5662



Khaidir Ali, [Thamsyah Pasaribu Vol. 12 No. 2 (2026)

pemegang izin terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal
72 UU No. 3 Tahun 2020 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pemerintah
Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pengaturan penambangan emas oleh
masyarakat menurut UU No. 3 Tahun 2020 dapat dirumuskan dalam suatu rangkaian:

WPR — IPR — pelaksanaan kegiatan — kewajiban pemegang izin

Pasal 22 mengatur kriteria wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WPR; Pasal 66
menentukan bahwa pertambangan mineral logam termasuk pertambangan rakyat; Pasal 67
mengatur pihak yang dapat memperoleh IPR dan mekanisme permohonannya; Pasal 68
mengatur luas dan jangka waktu IPR; sedangkan Pasal 70 mengatur kewajiban pemegang IPR.

Dengan konstruksi tersebut, dapat dirumuskan bahwa legalitas penambangan emas oleh
masyarakat menurut UU No. 3 Tahun 2020 mensyaratkan adanya WPR sebagai dasar
kewilayahan dan IPR sebagai dasar legalitas bagi pelaku kegiatan. Oleh karena itu, keberadaan
aktivitas penambangan masyarakat di suatu lokasi belum dengan sendirinya menunjukkan
bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas pertambangan rakyat. Status legalitas harus dilihat
dari terpenuhi atau tidaknya ketentuan mengenai WPR dan IPR sebagaimana diatur dalam UU
No. 3 Tahun 2020.

B. Implementasi Izin Penambangan Emas oleh Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis
Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa kegiatan penambangan emas
masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis belum memiliki legalitas perizinan pertambangan
rakyat. Kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk
mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi berkaitan dengan belum adanya penetapan
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada lokasi tersebut. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan
pada pembahasan sebelumnya, keberadaan WPR merupakan bagian penting dalam konstruksi
legalitas pertambangan rakyat karena IPR diberikan untuk kegiatan pertambangan yang berada
dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR (Pemerintah Republik Indonesia, 2020, 2021).
1. Belum Adanya Penetapan WPR sebagai Hambatan Legalitas Pertambangan
Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas masyarakat di
Sungai Muara Batang Gadis masih berlangsung, tetapi masyarakat belum dapat memperoleh
IPR karena lokasi pertambangan tersebut belum memperoleh penetapan sebagai WPR. Dengan
demikian, terdapat kesenjangan antara aktivitas pertambangan yang secara faktual berlangsung
di masyarakat dengan status legalitas yang dipersyaratkan oleh hukum pertambangan.
Temuan tersebut penting karena dalam sistem hukum pertambangan rakyat, masyarakat
tidak dapat secara mandiri mengubah status kegiatan penambangan menjadi legal hanya dengan
mengajukan permohonan izin. Legalitas tersebut terlebih dahulu bergantung pada tersedianya
wilayah yang secara hukum diperuntukkan bagi pertambangan rakyat. Oleh karena itu, dalam
kasus Sungai Muara Batang Gadis, persoalan utama bukan hanya terletak pada masyarakat
sebagai pelaku kegiatan pertambangan, tetapi juga pada belum tersedianya dasar kewilayahan
yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan
bahwa implementasi UU No. 3 Tahun 2020 pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh
hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Negara melalui pemerintah daerah memiliki
posisi penting dalam mendorong proses penataan wilayah pertambangan, sedangkan
masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang membutuhkan kepastian hukum agar
kegiatan ekonomi yang telah dilakukan dapat memperoleh legalitas.
2. Pertambangan sebagai Mata Pencaharian Masyarakat
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan, diperoleh
keterangan bahwa kegiatan pertambangan emas merupakan salah satu mata pencaharian
masyarakat di wilayah tersebut. Menurut informan, aktivitas pertambangan telah berlangsung
kurang lebih tiga tahun dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa
pertambangan emas dalam konteks penelitian ini tidak dapat dipandang hanya sebagai
persoalan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Aktivitas tersebut memiliki dimensi
sosial-ekonomi yang kuat karena berkaitan langsung dengan sumber pendapatan masyarakat.
Kondisi demikian sejalan dengan penelitian mengenai pertambangan emas di Mandailing Natal
yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menjadi salah satu pilihan mata
pencaharian masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi
masyarakat setempat (Kasih, 2023).

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan informan masyarakat yang terlibat langsung
dalam kegiatan pertambangan. Informan menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan
menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kehidupan ekonomi keluarganya. Kegiatan
tersebut dinilai mampu memberikan pendapatan yang membantu masyarakat memenuhi
kebutuhan hidup dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan
adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu,
kebijakan legalisasi pertambangan rakyat menjadi penting karena masyarakat tidak hanya
membutuhkan larangan atau penertiban, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai
bagaimana aktivitas ekonomi tersebut dapat dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

3. Aspirasi Masyarakat untuk Memperoleh Legalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan sebagai informan
pemerintah dalam penelitian ini, masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas di
Sungai Muara Batang Gadis telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar wilayah
Kecamatan Kotanopan dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aspirasi tersebut disampaikan karena masyarakat belum memiliki legalitas untuk melakukan
kegiatan pertambangan dan mengharapkan adanya WPR sebagai dasar untuk mengurus Izin
Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut keterangan Camat Kecamatan Kotanopan, aspirasi masyarakat tersebut telah
diteruskan kepada Bupati/Kepala Daerah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan
pemerintah pusat. Namun, sampai penelitian dilakukan, belum terdapat penetapan WPR pada
lokasi yang menjadi tempat kegiatan penambangan masyarakat sehingga masyarakat belum
dapat mengurus IPR. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dalam penelitian ini
tidak semata-mata menolak ketentuan perizinan. Sebaliknya, terdapat keinginan untuk
memperoleh legalitas melalui mekanisme hukum yang tersedia. Persoalan yang ditemukan
terletak pada belum tersedianya dasar kewilayahan berupa WPR yang memungkinkan
masyarakat mengajukan IPR. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat dipahami sebagai
bentuk tuntutan terhadap kepastian hukum atas kegiatan pertambangan yang telah berlangsung.

Berdasarkan data tersebut, dapat dirumuskan bahwa terdapat kesenjangan antara
kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dan ketersediaan instrumen perizinan. Masyarakat
menghendaki legalisasi melalui WPR dan IPR, tetapi proses penetapan WPR belum selesai.
Kondisi ini menjadi bagian penting dalam menilai implementasi perizinan penambangan emas
di Sungai Muara Batang Gadis.

4. Status Hukum Kegiatan Pertambangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, kegiatan penambangan emas di
Sungai Muara Batang Gadis pada saat penelitian dilakukan belum dapat dikategorikan sebagai
pertambangan rakyat yang memiliki legalitas IPR. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya
penetapan WPR pada lokasi tersebut. Dalam konteks ini, istilah “ilegal/”” harus digunakan
secara hati-hati. Yang dimaksud dalam penelitian ini bukan berarti masyarakat secara mutlak
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tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi, melainkan bahwa kegiatan
pertambangan emas tersebut belum memperoleh dasar legalitas perizinan pertambangan
berdasarkan mekanisme WPR-IPR yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Das
sollen menghendaki kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam WPR dan berdasarkan
IPR, sedangkan das sein menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan aktivitas
pertambangan selama kurang lebih tiga tahun sebelum tersedianya dasar kewilayahan untuk
memperoleh IPR.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi perizinan penambangan emas
masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan belum berjalan secara
optimal. Faktor utama yang ditemukan bukan semata-mata karena masyarakat tidak
menghendaki legalitas, tetapi karena belum adanya penetapan WPR pada lokasi pertambangan,
sehingga masyarakat belum mempunyai dasar kewilayahan untuk mengurus IPR. Temuan
tersebut sekaligus memberikan gambaran yang berbeda dari pendekatan yang semata-mata
melihat pertambangan tanpa izin sebagai akibat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap
hukum.

C. Implementasi Perizinan Penambangan Emas Perspektif Siyasah Dustiriyyah

Siyasah dustiriyyah merupakan bagian dari figh siyasah yang berkaitan dengan hubungan
antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan
kewenangan negara. Menurut Igbal (2014), siyasah dustiariyyah berkaitan dengan pengaturan
kehidupan masyarakat dan hubungan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam
penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah
dalam memberikan kepastian dan akses legalitas melalui WPR dan IPR, bukan untuk menilai
dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Penggunaan kewenangan pemerintah dalam
mengatur urusan masyarakat harus didasarkan pada keadilan. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan
dalam firman Allah SWT:

. G, LG . L2 < s © - o B o . N 50 . B ° s © 2
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus
memperhatikan prinsip keadilan. Dalam konteks perizinan pertambangan rakyat, prinsip tersebut
tidak berarti pemerintah harus memberikan IPR tanpa memenuhi persyaratan hukum, tetapi
pemerintah berkewajiban memberikan kepastian, perlakuan yang adil, dan akses terhadap
mekanisme legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan tersebut menjadi relevan
karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasi agar wilayah
pertambangan dapat memperoleh status WPR sehingga mereka dapat mengurus IPR.

1. Prinsip A/-'Adalah dalam Pelaksanaan Perizinan
Al-'adalah berarti keadilan dan merupakan salah satu prinsip penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan menurut siyasah dustiriyyah. Prinsip tersebut menuntut
pemerintah menempatkan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya serta melaksanakan
kewenangan berdasarkan ketentuan hukum (Igbal, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dengan
Camat Kecamatan Kotanopan, masyarakat penambang telah menyampaikan aspirasi agar
lokasi kegiatan penambangan dapat ditetapkan sebagai WPR sehingga masyarakat dapat
memperoleh IPR. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk
dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam perizinan tidak dapat dimaknai
hanya sebagai kewajiban masyarakat menaati larangan pertambangan tanpa izin. Keadilan juga
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mengharuskan pemerintah memberikan kejelasan mengenai status wilayah dan prosedur
legalisasi. Masyarakat tidak dapat memperoleh IPR apabila lokasi kegiatan belum memenuhi
dasar kewilayahan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan
kewenangannya sesuai prosedur agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai
kemungkinan legalisasi kegiatan pertambangan.

2. Prinsip Al-Maslahah dalam Legalitas Pertambangan Rakyat

Selain keadilan, kebijakan pemerintah dalam perspektif siyasah dustiriyyah harus
diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah
berkaitan dengan upaya memperoleh manfaat dan mencegah kemudaratan dalam rangka
menjaga tujuan syariat (maqasid al-syari ‘ah) (Al-Ghazali, 1993).

Dalam konteks penelitian ini, al-maslahah digunakan untuk menilai kebijakan
pemerintah dalam memberikan jalan legalisasi bagi masyarakat penambang, bukan untuk
membenarkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis
telah menyampaikan kebutuhan terhadap legalitas melalui WPR dan IPR. Oleh karena itu,
kepastian mengenai mekanisme legalisasi merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang
perlu diperhatikan pemerintah.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah figh:

isliaddly bl e e g Dt

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur
masyarakat harus diarahkan pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat (Al-Suyuthi,
1990). Dalam persoalan penelitian ini, kemaslahatan tidak berarti mengesampingkan
persyaratan WPR dan IPR, tetapi memastikan agar masyarakat memiliki mekanisme hukum
yang jelas untuk memperoleh legalitas apabila memenuhi persyaratan.

3. Prinsip Amanah dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah juga harus didasarkan pada prinsip amanah. Allah

SWT berfirman:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu
menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip dalam menjalankan
kewenangan. Dalam konteks pemerintahan, amanah berarti kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan (Igbal, 2014).
Berdasarkan hasil penelitian, aspirasi masyarakat mengenai penetapan WPR telah disampaikan
melalui Camat Kecamatan Kotanopan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan
dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip amanah dapat dilihat dari sejauh
mana pemerintah menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur hukum
yang berlaku.

Pemerintah memang tidak dapat langsung memberikan IPR apabila persyaratan WPR
belum terpenuhi. Namun, prinsip amanah menghendaki agar pemerintah tidak berhenti pada
larangan terhadap kegiatan tanpa izin, melainkan juga memberikan informasi, kepastian
prosedur, dan tindak lanjut sesuai kewenangannya terhadap masyarakat yang menghendaki
legalisasi.

Berdasarkan prinsip al-'adalah, al-maslahah, dan amanah, persoalan utama dalam
implementasi perizinan penambangan emas masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis terletak
pada belum tersedianya dasar kewilayahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR.
Masyarakat telah menyampaikan aspirasi untuk memperoleh legalitas melalui WPR dan IPR,
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sedangkan pemerintah telah menerima dan meneruskan aspirasi tersebut melalui mekanisme
pemerintahan.

Dari perspektif al-'adalah, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan akses yang
adil terhadap mekanisme perizinan. Dari perspektif al-maslahah, pemerintah perlu menyediakan
mekanisme legalisasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi
secara sah tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Sementara dari perspektif amanah, pemerintah
berkewajiban menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dalam menindaklanjuti
persoalan WPR dan IPR.

Dengan demikian, siyasah dustiriyyah tidak digunakan untuk membenarkan kegiatan
penambangan tanpa izin, tetapi untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah dalam proses
legalisasi pertambangan rakyat dilaksanakan. Legalitas tetap harus mengikuti ketentuan UU No. 3
Tahun 2020, sedangkan pemerintah dituntut menjalankan kewenangannya berdasarkan keadilan,
kemaslahatan, dan amanah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambangan emas oleh masyarakat
di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal belum
memiliki legalitas pertambangan rakyat karena belum terpenuhinya dasar kewilayahan dan
perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. UU No. 3 Tahun 2020
menempatkan WPR sebagai wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan rakyat,
sedangkan IPR merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam WPR. Dengan
demikian, legalitas penambangan emas masyarakat tidak hanya ditentukan oleh adanya aktivitas
pertambangan, tetapi harus didukung oleh status wilayah sebagai WPR dan kepemilikan IPR sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara empiris, masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis telah melakukan kegiatan
penambangan dan belum memiliki IPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat justru
menghendaki adanya legalitas melalui penetapan WPR agar dapat mengurus IPR. Aspirasi tersebut
telah disampaikan melalui pemerintah Kecamatan Kotanopan untuk diteruskan kepada pemerintah
daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dengan belum tersedianya
dasar kewilayahan yang memungkinkan proses perizinan IPR dilakukan. Oleh karena itu, persoalan
utama dalam implementasi perizinan bukan hanya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban
memiliki izin, tetapi juga tersedianya mekanisme dan kepastian hukum yang memungkinkan
masyarakat memperoleh legalitas sesuai ketentuan.

Dalam perspektif siyasah dustiariyyah, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam
persoalan tersebut perlu didasarkan pada prinsip al-'adalah (keadilan), al-maslahah
(kemaslahatan), dan amanah. Keadilan menuntut adanya kepastian dan perlakuan yang sesuai
dengan hukum; kemaslahatan menuntut agar kebijakan pemerintah memberikan jalan legalisasi
yang dapat ditempuh masyarakat tanpa mengabaikan persyaratan hukum; sedangkan amanah
menuntut pemerintah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dalam
menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak dibenarkan memberikan
IPR tanpa terpenuhinya persyaratan WPR, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan
kepastian dan menindaklanjuti proses legalisasi sesuai kewenangannya. Legalitas melalui WPR dan
IPR menjadi titik temu antara kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan prinsip pemerintahan
yang berkeadilan dalam perspektif siyasah dustiriyyah.
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